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TENTANe

lZIN uSAHA PENGA‖ B:LAN DAN PEMANFAATAN AIR PERttUKAA腱

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG ttAHA ESA

白

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI

a. bahwa dengan berlakunya LJndang-Undang I'lomor ?'7 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor25TahunlgggtentangPerimbanganKeuanganantara
Pemerintah Pusat dan Daerah' maka segala Peraturan

Perundang-Undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesr'iai

d6ngan Undarq-Undang tersebut pertu diadakan penyesuaian ;

b.bahwaKabupatenKutaiterdapatairpennukaanbaikyang
beradadidaratan'perairansungai,danaudanlautnrerupakan
sumber daya alam, yang pengelolaan telah meniadi we'wenang

PemerintahDaerah,perludi}akukanPembinaan,Pengawasan..

danPengendalianuntukmencegah/mengurangiberbagai
dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat;

c. bahwa oreh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata

cara pelaksaflaan Pembinaan' Pengawasan dan Pengendaiian

Air Permukaan.

l.Undang-UndangRlNomor2TTahunlg5gtentangPenetapan' 
Undang-Undang Rl Nomor 3 Drt Tahun 1952 tentang

PembentukanDaerahTingkatttdiKalimantan(Lembaran
NegaraRlNomorl0Tahunlg53NonrorS)SebagaiUndang-
undang'

2.Undang.undangRlNomorllTahunlg67teritangKetentu+n-
ketentuan Pokok Pertambangan ;

3.Undang.undangRlI'l.ornor24Tahirnlgg4tentangTataRuang

4. Undang-undang Rt trtomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloiafih

Lingkungan HiduP;
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7.

Undang-undang lrlornor 23 Tai'run 1997 ientang Pengelolaan

Lrngkungar l-liduP

Undang-UndangNorrror22rahunlgggtentangPernertntahan
Daeralr (Lembaran Negara Nonrcr 60 Tahun 1999' Tambahi:n

Ler-nbaran Negara Nomor 3839) '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 'i999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lenrbaran Negara Nomor

72 Tahurr. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3BaB) 
'

B.Undang-undarrgNonror4lTahunlgggterrtangKelrutanan,

9 Peraturan Pernerintah Nomor ?-5 Tahun 2000 teniang

KewenanganPemerintahdanKervenanganPropinsiSebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negai-a Norror 3952) ;

l0PeraturanDaerahKabupatenDaerahTingkatllKutaiNomor
l4Tahurrlgg5tentangPembentukanSusunanCrganisasidan
TataKerjaDinasPertambanganKabupatenDaerahTingkat!l
Kutai.

11 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kutai Nomoi

14 Tahun 1995 tentang Pembentukan susunan organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perlarnbangan Kabupaien Daerah Tingkat lt

Kutai ;

12. ?eraturan Daerah Kabupaten Daeralr Tingkat ll Kutai Nomor

23Tahunlgg5tentangPenyidikPegawaiNegeriSipilDi
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ii Kutai.
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Dengan Persetuluan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAl

MEM∪ 丁∪SKANI

Menetapkan   l PERA丁 ∪RAN DAERAH KA8∪ PATEN K∪ TAI TENTANG IZIN

∪SAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFハ υへTAN AIR PERM∪ KAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah KabuPaten Kutai ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pernerintah Kabupaten Kutai :

c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kutai

⌒

d. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Kutai ;

e. Dinas, adalah Dinas Pertambangan dan Energi l(abupaten

Kutai ;

f. Kas Daerah. aCalah Kas Daerah Kabupaten Kutai

g. Air Permukaan acjalah , air yarrE mengalir di permukaan tanah.

h. lzin Usaha Pengarnbrlan dan Penianfaatan Air Permukaan yang

selanjutnya disingkat lUPAf'] adalah wewenang utrtuk

mengambilan dan memanfaatkan Air Permukaan :

i. Reklamasi, adalah kegiatan yang bertujuarr memperbaiki, atau

menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat

kegiatan usaha pertambangan urnum, agar dapat berfungsi dan

berdaya guna sesuai peruntukannya ;

\ \ r \ . " -:^" .':: ,l -.: .l -.: -.:- -
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3 UKL / UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Penran'rauan Lingkungan ;

Konservasi, adalah pengelolaan sumber daya alam yang

nrenlanrin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya

yanq tidak dapat diperbaharui (unrener^rable) nren;antitr

kesinambunean persediaannya dengan tetap rlerlelthara dan

nrenirrgkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamann)/a,

h Garis pantai. acjalah batas tempai yang dicapai atr laut pada

rn",aktu air surut terendam ;

tl Pendidikan cian Pelatihan Teknis, adalah peniidikan dan

pelatrhan yang diselenggarakan untuk ntemberi keterantpilan

atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis terientu kepada

Pegawai Negeri Sipil, sehingga nlampu melaksanakan dan

tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknva ;

fl Penelitian, adalah upaya nrencari kebenaran ilnriah ntelalui

proses yang sisternatis, logis dan empiris ;

BAB‖

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan

Penranfaatan Air Permukaan .

Perrberian lzin Pengambilan dan Penrarrfaatan Air Pernrukaan
yang meliputi eksploitasi ;

Pelatilran darr penelitian di bidang Pembinaan. Pengawasan dan

Pengeridalian Air Permukaan di Wilayah Kabupaien Kuiai ;

b
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BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1) Setiap kegiatan Penganrbilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

harus nrendapat izin dari Kepala Daerah '

(2) tzin yang dimaksud paca ayat (1) cjiaias drberikan oleh Kepala

Daerah Cq. KePala Dinas ;

(3) lzin yang dirnaksud pada ayat (2) cji atas diterbitkan setelah

nrendapat hasil uji laboratorium sesuai peruntukannya'

Pasal 4

(1) IuPAP dikecualikanitidak diperlukan bagi penelrtran dan

penyelidikan olelr lnstarrsi/Badan Hukum/Lembaga yang telah

ntendaPat Penugasan dari Dinas ;

(2) IUPAP dikecualikan/ tidak diperlukan bagi :

a. Keperluan air minum untuk rumah tangga ,

b Kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) M3 sebulan, dengan

tidak menggunakan sistem distribusr secara terpusai'

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

wewenang dan tanggung jawab pengatui'an dibidang Pembinaan,

Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

- Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan Batas Lokasi Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Pernrukaan ;

Kepala Daerah menentukarr wilayah yang tertutup uniuk kegiatan

Pengarnbilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ,

Pelaksanaan ayat (1) dan (2) Pasal iiil akan diatur dan ditetapkan

lebih lanjut ciengan Keputusan l(epala Daerah.

つ
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Pasal 7

Kepala Daerah bei'dasarkarr pertinrbangan terlentu dapat nrenutup

sebagian claniatau seluruh wilayah penganrbilarr dan pemanfaatan Air

Permukaan.

Pasal B

Wewenang dan tanggung lawab sebagaimana yang dinraksud Pasai

4 Peraturan Daerah ini' rneliputi '

a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan usaha

oengambllan dan pemanfaatan Air Permukaan '

bMelakukankegiatansurvei,inventarisasidanpemetaanbatas
wilayah yang merrjadi wewenang daerah '

c Menerbitkan rzi. Usaha pengambiran dan Pemanf aatan Air

Pernrukaan ;

d. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Usalta

Pernbinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Permukaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan

perkembangan/kemajuan kegiatan Usaha Pengambilan dan

PemanfaatanAirPermukaantermasukhasilproduksinyakepada
l(epala Daerah Cq' Dinas secara berkala'

BAB V

IZIN USAHA PENGAMllLAN DAN PEⅢ
ANFAATAN AIRPERMUKAAN(lUPAP)

Pasal 9

(1) Setiap kegiatan Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan dapat dilaksanakan setelah mendapat IIJPAP dari

Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas yang dituniuk berdasarkan

pelimpahan wewenang memberikan IUPAP ;

(2-) IUPAP sebagairnana dimaksr-rd ayat (1) Pasai ini' ierdlri dari :

a. IUPAP Pengambilan ;

b. IUPAP Pemanfaatan ;

c. IUPAP Pengolahan ;
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cJ. IUPAP Pengangkutan '

e IUPAP Penluaian'

(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini' yang

diiakukan oleh perorangan' Badan Hukum dan atau Kcperasi

yang sama dapat diberikan 1 (satu) iUPAP dalam satu paket'

Pasal 10

lzrn Usaha Pengambilan dan Pentaniaatan Air Permukaan dapat

diberikan kePada

a Bacian Usaha Milik Daerah 
'

Badan∪ Saha卜ollllk Negara l

KoperaSi dengan mengutamakan yan9 berada di Kabupaten

Kutali

Badan Hukum SWasta, yang didi「
ikan Sesuai dengan peraturan

perundang―undangan Republik lndOnesia dan berkedudukan di

Daerah,   pengurusnya berkeゃ
va「ganegaraan lndonesia Serta

bertempat ting9al di Daerah dan mempunyal lapan9an uSaha di

bidang usaha penganlbilan dan penlanfaatan Air Perrlnukaan i

Badan HUkum Asing harus bernlitra dengan Badan HUkじ
Rl

lndOnesia Sebagainlana dilnakSUd huruf d di ataS i

Perorangan,yan9 berkeヽ
ノヽargane9araan lndOnesia dan bertempat

tinggal di Kabupaten Kutail

Pasal 1 1

(1) IUPAP sebagarmana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2-) Peraturan

Daerah ini hanya berraku untuk satu titik pengambilan lokasi yang

diajukan dalam Permohonan ;

(2)Setiaprencanaperubahantitikpengarnbilanyangtelairdiberikan'
harus diajukan secara teltulis kepada Kepaia Daerah Cq Kepala

Dinas

Pasal 12

(1) l-uas lokasi yang dapat diberikan uniuk 1 (satu) IUPAP al<an

diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah ;

1
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(2)|∪ PAP dapat dibe「
lkan untuk langka Waktu 2(dua)tahun dan

dapat diperpan〕 ang, SeSual dengan dan/atau nnenu「
じt hasil

peは irlnbangan teknis dan kOndiSi dilapangan,

(3)Pe「 mOhOnar¬  perpanian9an lUPAP, dialUkan kepada Kepala

Daerah nlelalUi Dinas Pertambangan dan Ener9i Selambat―

lambat

3 (ti9a)bUlan Sebelulη
 berakhirnya nlasa berlakU lt」

PAP yang

be「 sangkutarl

Pasa1 13

(1)Pemegan9 1UPAP yan9 inen9Urangl Wilayah kerianya balk
sebaglan atau ba91an―

baglan teltentu dari い
ノ|layah dirnakSud

haruS dengan persetuluan Kepala Daerah,

(2)|∪ PAP tidak dapat dlpindahtangankan/diallhkarl  kepada pihak

lain dan/ataU dikettasamakan dengan pihak lain tanpa

persetuluan Kepala Daerah danノ
atau pelabat yang dibelkan

weひノenan9
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BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IUPAP

Pasal 14

(1) Pernrohonan IUPAP disampaikan kepacia Kepala Daerah melalui

Kepala Dinas nrenurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan

<lengan KePutusan KePala Daerah ;

(2) Perrnohonan IUPAP harus dilarnpiri dengan :

a. Peta Lokasi Permohonan IUPAP yang menunjurkan batas-

. batas iitik koordinat secara jelas ;

b.Statustanahdarilokasiyangbersangkutan;
c. Dokumen AMDAL dan/atau UKIJUPL sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku'

(3) Permohonan Perpanjangan ll'.,'PAP diserlai juga dengan laporan

produksr Penganrbilan dan Pcmanfaatan Air Permukaan ;
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(4) Apabrla dalarn lokasi yang sama terdapai lebih dari i (satu)

pernohon yang memenuhr syarat oan kualiias yang sanra nraka

prroritas perlama diterrtukan dengan persetujuan Kepala Daerah

BAB VII

PEMBERIAN IUPAP

Pasal 1 5

(1) Sebelurn Kepala Daerah cjan atau Kepala Drnas rliemberikan

IUFAP terlebih dahulu dimintakan pendapa't atau pertirnbangan

instansitekntsterkaitantaralainr-:lengenatstatusianah.dengan
nremberikan pertrmbangan yang rnenyangkut dengan lingkungan

hidupserlakondisisosialmasyarakatsetempat;

(2) IUPAP diberikarr oleh Kepala Daerah dan atau Kepaia Dinas

yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang ;

(3) Kepala Dinas menyampaikan laporan IUPAP kepada Kepala

Daerah.

BAB VIII

PELAKSANAANUSAHAPENGAMBILANDANPEMANFAATANAIRPERMUKAAN

Pasal 16

(1)PelaksanaankegiatanUsahaPengambilandarrPemanfaatanAir

Perrnukaanharussudahdirnulaiselambat-lambatnya3(tiga)
bulansejaklUPAPdikeluarkandan/atauditentukandalam
IUPAP ,

(2)Apabiladalambataswaktusebagaimanad]maksudayat(1)Pasal
in'i, kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan

belun'r climulai, penlegang ILJPAP harus memberikan laporan

teriulis kepada Kepala Daerah dan/atau Kepala Dlnas yang

ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang diser-tai alasan-

alasan yang dapat Cipertanggung javrabkan 
'

(3)Jangkawaktusebagaimanadinraksudayai(,1)Pasalini,dapat
diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimarta

dinraksud ayat 12) Pasal ini dai:ai diierima

9



レ

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

‐

― ‐

― ‐

Pasal 17

(1) Apabila dalar-n pelaksanaan kegiatan Usaha Penganrbilan dan

Penranfaatarr Air Permukaan' telair terjadi kerusakan yang

metrbahayakan Keselamatatr clan Kesehatan Keria (K-3) serta

lir.rgkungan hidup, pemegang IUPAP diwajibkarr menghentikan

"--ir!:r:n\r2 call :lengusahakan oenanggulangannya sefia
\=- -:': ' ''L' 

I ]';:::'- '"L= 'l'';: 'ti'-'a]3 D':'-'s
segera nleiaPci.nali kePaoa \'ce :

(2) Dalanr hal terladi dan diperhitungkan akan tei'jadi bencana yang

rnengaktbatkan kerugian terhadap nrasyarakat aiau merusak

lingkungan hrdup karena kegtatan Usaha Pengambilan cjan

pernanfaatan Air permukaan. Kepara Daerah dapat mencabut

i1 lD 1\i: \,,:lt-tc liersalokt-t*.an.

Pasal 1B

Pembuangan limbah yang berasai darr kegiatan Usaha Pengambilan

dan Pemanfaatan Air Permukaan harus memenuhi persyaratan baku

mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perunCa;rE-

undangan Yang berlaku'

BAB IX

BERAKHIRNYA IUPAP

Pasal 19
１̈
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ITJPAP dinyatakan berakhir karena :

t (4) Masa belakunya IUPAP berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;

e (5) Pemegang IUPAP mengembalikan kepada Kepala Daerah atau

" Kepala Dinas sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah

ditetapkan dalam IUPAP yang bersangkutan ;

}(6)DicabutolehKepalaDaeraitdan/ataul(epalaDinasyangditutljuk
berdasarkan pelimpahan we\'venang karena :

a Melanggar ketentuan ,vang berlaku sebagaimana yang dimuat

dalamPeraturanDaerahjni.daniaiauperaiuranperundang-
undangan lainnya yang berlaku dibiiang usaha pengambilan

―
―
●
一
■
■
一
■
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dan pemanfaatan Air Permukaan dan tidak memenuhi

kewajrban yang tercantum dalam IUPAP yang bersangkutan :

b. Pemegang IUPAP yang tidak melaksanakan kegiatan

pengambilan tjarr pemanfaatan Air Permukaan tanpa

memberikan alasan-alasan yang dapai dipertanggung

jawabkan.

(4) Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentrngan unrutn dan

peraturan perunCang-uncialgan yang berlaku

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG IUPAP

Pasal 20

Pemegang IUPAP berkewajiban untuk '

(.1) Memasang meterarr air (water Meter) atau alat pengukur debit air

pada pipa rnduk pengambilan air yang perhitungannya

dikonversikan kedalam satuan meter kubik (M3) dan telah ditera

oleh lnstansi Yang benrvenang ;

(2) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K-3), teknik pengambilan dan pemanfaatan Air

Permukaan yang baik dan benar serta penge!olaan lingkungan

hidupsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
yang berlaku ,

(3)Menyampaikanlaporantertulishasrlpengelolaanlingkungandan
pemantauanlingkunganSecaraberkalakepadaDirtasdan
instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian

dampaklingkungansesuaidenganDokumenAMDALdan/atau
UKLiUPLyangtelahmendapaipersetujuandaripejabaty,ang
benvenang '

(4) Mendaftarkan kepada Dinas sen]ua peralatan ieknis Usaha

PengambilandanPemanfaatanAirPermukaanyangakartdiatur
dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah ;

(5) Menyarnpaikan laporan produksi pengambrlan dan pemanfaatan

Air Permukaan secara berkala 3 (iiga) bulan sekali l<epada Dinas:
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(6)

一／

(8)

Mengutarnakan ienaga

kebutuhan Perusahaan

tersedta ,

kerja Iokal yang disesuaikan dengan

dan kernamPUan tenaga kerja Yang

つ

“

(3)

Mematuirr semua ketentuan-keientuan yang tercantum dalant

IUPAP.

Mematuhi kevralibannya kepacia Pemerintah Daerah ciatur

clengan Keprrtusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang benvenang'

pemegang IuPAP diwajibkarr menrperbaiki atas beban datr blaS'a

sendiri semua kerusakan lrngkungan termasuk bangunan-

bangunarr perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana

perrangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air

dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena

pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan ;

Apabila pemegang IUPAP tidak dapat melakukan pekerjaan

sebagainrana dimaksud ayat (1) Pasal ini, rnaka pekerjaan dapat

dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang

beruvenang dengan beban biaya dari pemegang IUPAP ;

Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

disebabkan oleh tebih dari 1 (satu) pemegang luPAP, maka biaya

tersebut dibebankan kepada pemegang izin secara bersama.

BAB XI

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 22

Biaya operasional ieknis Pemblnaan, Pengawasan dan Pengendaltan

Ci bidang Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

drmasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Kutai.

う
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BAB Xll

PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Penrbrnaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan Usaha Pengarrrbrlan dan Pemanfaatan Air

Pernr ukaarr d itulukan untuk pengaturan Kesela m atan da n

Kesehatan Ker.1a (K-3), pengelolaan lingkurrgan pertambangan,

produksr. konservasi dan teknrkitata cara pengantbilan dan

pernanfaatan Air Permukaan ,

Pengavrasan terhadap pelaksanaan pemakaran Air Permukaan

oleh Dinas dan instansi terkait :

Pemoinaan Fe:gairasa:' Ja-' Pe:ge':oa,,:'t SiJr):')i rircir)d

c,maksu j ar ai rl ) Pasa; : i '3tsat'3iar: c'ei' Di::s
Pertambannrn Orn' Energi dengan berpedoman pada ketentuari

peraturan perundangan-undangan yang berlaku :

(4) Pengaturan terhadap pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan daii

Pengendalian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah.

BAB Xl‖

PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 24

(1) Kualitas personil pelaksana teknis dibidang pengambilan dan

pemanfaatan Air Pernrukaan meliputi; tenaga teknis dan non

teknis ;

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelailhan teknrk tersebut pada

ayat (1) ciiatas, dilaksanakan baik didalam maupun diluar daerah

dibawah koordinasi Dinas.

Pasa1 25

(1)Penelitian

laboratorium

penelitian lapangan clan peneliiia;r

つ
４

(3)
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(2) Peneliiian Kualrias Air Pernruiraan ciilaksanakan oleh Dinas

dengan instansi ierkait.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang dan Badan Hukun: yang tidak mempunyai IUPAP

sebagainrana dimaksud dalam Pasal g ayat (2), nrelakukan

pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan sehingga

nrenimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan

Irrrgkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (iima ratus juta

rupiah) ;

Setiap orang dan Badan hukum yang tidak mernpunyai IUPAP,

rnelakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) butir a dan b diancam dengan pidana kurungan paling lanra 3

(tiga) tahun dan denda paling canyak Rp. 300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah) .

Pemegang IUPAP yang sengaja menyampaikan lapcran yang

tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi

Negara/Daerah diancam dengan tindak pidana kurungan paling

larna 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,-

(tiga ratus juta) setiap orang ;

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26

ayal (2) kepada pemegang IUPAP dapat dikenakan prdana

tanrbahan berupa pencabutan hak perampasan barang-barang

)/ang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)

Pasal ini adalah kejahatan dan peianggaran.

つ

」

(3)

(4)

(5)
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BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 27

Selarn pelabai penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas trndax pidana sebacainrana dimaksud
dalanr Peraturan Daerah rni, cirlakukan oleh Penyidik pegawai

Negeri Siprl dtlingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya sesuai dengan peraiurarr perundang-undangan

yang berlaku :

Dalarn nrelaksanakarr tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporarr atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana 

;

b. Melakukan tindakan peftama pada saat itu ditenrpat kejadian
dan melakukan pemeriksaari 

;

c. Menyuruh berhentr seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

Melakukan penvitaan benda i::n atait sLrrrtt :

Mengambil sidik jari dan nrei'notret seseorang :

tr-,..-..--) .. :,.r,r,.. ;-

,-r=a,,o^, a:;, sansr ,

h

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganrtya

dengan pemeriksaan perkara :

Menghentikan penyidikan seielah mendapat petunjuk dari

Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukii atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya rnelalui Penyicik Umum memberiiahukan hal

tersebut kepada Penuntut Uinunt, tersangka atau keiuarganya,

Mengadakan iindakan lain menurut hukum yang dapat

diperianggung jawabkan.
|

r"-"'*'
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BAB XVI

SANKSI

Pasa1 28

(1) Daianr hal penregang lUPAtr ntelakukan pelanggaran atas

ketentuan Pasal 9 Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17. Pasal 18, Pasal

19. Pasal 20 dan Pasal 21, Kepala Dinas dapat nrernberikan

sanksi berupa:

b Peringatan terlulis atau ;

c Penangguhan Sementara IUPA.P atau :

d. Pencabutan IUPAP.

(3) Tata Cara penerapan sanksi ditetapkan Iebih lanjut oleh Kepala

Dinas.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Setiap lzin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

(IUPAP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Badan

Hukum Asing dan Perorangan yang mempunyai hak

berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini, wajib mendaftar ulang untuk diklarifikasi keabsahan

dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat

menrbuktikan keabsahan dan kc.lengkapan dokumen perizinan

yang dimilikr dikenakan tindakan penerliban 
;

Sepanjang bel,-rm iiatur oleh Kcpala Daerah menurut Peraturan

Daerah ini. maka ketentuan-keteniuan Pelaksanaan Peraturan

Daerah yang ada sebelum Peraiuran Daerah ini dibuat masih

tetap berlaku.

つ
ム
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BAB XVI‖

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 3O

Hal-hai yang belum cukup dratur daiam Psraturan Daeiah i;ri

sepan,ang mencenar teknis peiaksaraanrt: aka;-, dia:.:: jai
ditetapkan ciengan Keputusan Kepala De erah

Pasal 31

Peratui-an Daerah rni mulai berlakL.i paoa ianggal drrlnclangkan

Acar seiiap orang dapai menceiahutn,.'a nremerrntahkan

itenoundangan Peratrxan Daeral-r titi ceirctan Denempaiann\/a daiart
Lembaran Daerah KaDupaten Kuiar

Ditetapkan dr .Tenggarong

Pacja tanggai '.L5 Desember 2000

DRS.H.SYAUKANI.HR.
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PEN」 ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl

NOMOR:

「三11‐「 ,,｀、
「
こ

:二 |ヽ ゴt■、
「
■「
t■ vLμ .IV1 3 1こ A,、 L4、 |、 F三 |ゞ 1ム |ヽ FAAl AI、

AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Potensi Air Permukaan baik yang ada di daratan dan sungai yang ada
wilayah Kabupaten Kutai adalah merupakan karunia Tuhan Yang Mal-ra Esa, yang
nrerupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, perlu dikelola dan
diusahakan guna dapat diambil dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka s.eiring
dinamika kelernbagaan daerah Kabupaten Kutai, dipandang periu adanya
penanganan urusan-urusan Pemerintah guna menghimpun potensi-potensi yang
berkaitan dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah (pAD).

Sebagai tindaklanjut tersebut di atas, maka dibuat Peraturan Daerah
dibidang Air Permukaan.

Untuk jtu sesuai dengan fungsi ,Jan kewenangannya Dinas periambangan
dan Energi berupaya menggali potensi-potensi yang ada untuk mernberikan
kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah (pAD).

Adapun maksud dan tu.luan dibuatnya Peraturan Daerah ini arjalah untul<
mengatur, menertibkan. mengantankan serta mengawasi usaha-usaha dibidang
pengambtlan dan pemanfaatan Air Permukaan sehingga tidak terjadi pencemaran
dan pada akhirnya dapat terlaksananya kerestarian lingkungan hidup.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha dibidang pengambilan
dan pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Kepala Dinas yang mengacu
kepada Peraturan Daerah dengan mempedomani Peraiuran perundang-undangan

dibidang Pertambangan yang berlaku.

Dalam rangka upaya meningkalran Pendapatan Asli Daerah (pAD) guna
membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu
menetapkan Usaha Air Pernruk aen yenc iratur dalam suatu Peraiuran Daerah

一難

18



¨
●
　
　
´

´

ノ

‖.PEN」 ELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3 ayat (3)

Pasal 4 ayat (2) poin a

Cukup jelas

. Cukup jelas

Kalau kegiatan dilakukan oleh Perorarrgan, Badan

l-lukum, Koperasi dengan tidak rnenggunakan pihak

kedua (orang lain melakukan kegiatannnya).

Keperluan air minum untuk rumah tangga tidak

rnelebihi pemakaian 50 M3/bulan.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup lelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud perintah adalah Periniah Kepala

Daerah

Petunjuk Pejabat yang benruenang disini adalah

Petunjuk yang disampaikan oleh Ketua Bapedalda

maupun Kepala Dinas/lnstansi yang terkait sebagai

akibat dari kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air

Permukaan.

Cukup jelas

●

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal B

Pasal 9

Pasal '10

Pasal 1 1

Pasal 12

Pasal 1 3

Pasal 14

Pasa115 sノ d20
Pasa1 21 Ayat(1)

Pasa1 22 s/d31
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